
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAIT BUPATI HALMAHERA BARAT
T{OMOR 2 TAHUI$ 2A24

TENTANG

TATA CARA PII{YETINGGARAAN CADANGAN PASGAN

DENGAN RAHMAT TUHAI{ YAI{G MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk dapat
memenuhi kebutuhan pangan di Katrupaten Halmahera Barat
sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya
pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, yang
lreragam, bergizi, merata, te{angkau dan tidak trertentaagan
dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, diperlukan
pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan;

bahr,va berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Haimahera Barat
tenta-ng Tata- Cara- Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang i{omor 23 Darurat Tahun 1}57 ientang
Pembentukan Daerah*daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undanyundang;
Undang-untiang t\omor I 'Iahun L999 tentang Periindungan
Konsumen ikmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tarnbahan Lemharal Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
Undang*undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Itabupaten Halmahera Utara, Ka"bupaten Halmahera Selatan,
Katrupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang i{omor 17 Tahun 20il3 ieniang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor I Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang -undang Nomor 41 Tahun 2AO9 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Panga-n
/'T'aml-'a1ran T amharan l\Tacarn E)on,rL'1.i1- T-x^-^-;^ I\T^ffi^r
trqrrruarrqlr Lvrrlvqralr rruSqaq r\Lts,uurar! lrruurrugl4 irvitiul

536O);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
T-l a ar^ 1a .UAVIAIA,

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2A74 tentang
Pemerintahan;

1i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

b.
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Vplohan.n Ponoon rlon (]'izi 1T emtroron l\leooro Penrrhliir

Indonesia Thaun 2015 Nomor 6O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 568O);
Peratur-an Pemerintah iriomor i2 Tahun 2A19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintahr Nornor 86 Tahun 2ALq tentang
Kearnanan Pangan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2A19 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6442\:
Peraturan Menteri l)alam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18
tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Neger-i
Namor 80 Tahun 2015 tentang Pemhentukan Produk
Hukum Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2A'2A tentang
Fetiotran Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerair;
Peraturan Daerah Kalrupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 1['ahun
2U10 t-entang Pembentukan dan Susunan Perangkat l)aerah
Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2A23 tentang Perlindungan l,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B);
Pera-tr,rra-n Rupati Halmahera- Bara-t Nomor20 Taht-rn 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomcr
i0 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MtrMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Menetapkan

9.

10.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pera,turan ini yang dimaksud dengan:
i. Daerah adaiah Kabupaten Halmahera Barai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat l)aerah sebagai unsur

penYeienggaraan pemerintah dael ah.
3. l3upati adalah Bupati Halmalrera Barat.
4. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan yang selanjutn),a disebut dinas terkait

adalah Dinas pertanian clan ketahanan pangan kabupaten FIAIMAIItrRA BARAT
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutn3ra disebut SKPD adalah satuan

kerja perangkat daerah kabupaten HALMAHBRA BARqT.
6 Penrrnn adnlah sesale seslrAlr'! vnnrr herasal dari srrmher havali nrodrrk nerlAnian," '--"- _- o __ - ''_ J -- - i'_ r_'- ---_-'

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik -vang di
olah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau rninumat
bagi kcrrstrrrisi r:.anusia, iermasurk i:ahan tarnbahan pangarl, trahan 'oaku l-rarrgali,
dan bahan lainn-va -yarlg digunakiln dalam proses pen-viapan, pengolahan,
danlatau pembuatan makanan atau minuman.

7. Ca<iangan pangan aciaiah perseriiaan pangan riiseiuruh wiiayah daerah untuk
konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan,
gallgguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

L Penlzelenggaraan cadangan pangan adalal:. serangkaian kegiatan pengadaan,
pengeloiaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, trerdasarkan pada jenis
dan -iumlah lrang telah ditetapkan, untuvk keperluan oenanggulangan keadaan
kekurangan pangan, gangguan pasokan dan hrga, serta keadaan darurat dengan
rnelibatkan pei'an serta masyarakat -vang terkoordinasi da terpadu.
Cadarigan pangan pcrncriniah dacrah ]-ang scianjulnra discbut CI'PD ailakih
persediaan pangan.yang dikuasai Can rlikelolah oleh pemerintah daerah.
Cadangan beras pemerint-ah kabupaten yang selanjutnya disebut CBPK aclaiah
per=sediaan beras ),ang dikuasai cian dikeiulair oieir pernerintah kabupa-retr"

11. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-
hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
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Pangan pokok tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh
sebagian besar mas5rarakat Indcnesi.a yang apabiJ.a keterseCiaan dan hargan3ra
terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak
social di masyarakat.
Krisis pangan adaiah kondisi keiangkaan pangan yang dialami sebagian besar
masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan
distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan
konflik sccial, termasuk akibat perang.
Bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan iainnya yang
diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam
mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi
masyarakat miskin dan/atau rawan panagn dan gizi, dan kerjasama internasioaaL.
Peiaku usaha pangan adalah setJap orang yang bergerak pada satu atar-r lebth
subsistem agribisnis pangarl, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi,
pengolaharl, pemasaran, perdagangan, dan penunjangan.
Batian usaha miiik negara yang selaqjutnya disetrut BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau sebgaian besar modalnya kekayaan flegara yang dipisahkan.
Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau sebgaian tresar modafurya dimiiiki oleh pemerintah riaerah.

BAB II
ASAS TUJUAIT DAIT LINGKUP PEITGATURAIT

Pasal 2

Tata cara penyelenggaraan pangan diiakukal dengan berdasarkan asas :

a. Keamanan;
b. Manfaat;
c. Pemerataan;
d. Berkeianjutan;dan
e. Keadilan.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk :

a. !.{enyediakan parrgan yang beraneka ragarn dan rnernenuhi persy*.ratan keemanac,
mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;

b. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama paflgan pokok dengan harga
yang wajar dan terjangkau sesuai tiengan kebutuhan masyarakat;

c. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama bagi
rnasyarakat rawan pangan dan gizi;

d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangall yaag
aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; dan

e. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumtrer daya pangan nasional.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

a. Penetapan cadangan pangan;
b. Penyeienggaraan cadangan pangan;
c. Pelepasan cadangan pangan;
d. Pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan;
e. Peran serta masyarakat; dan
f. Pengawasan dan pelaporan

BAE III
PEIITETAPAN CADAITGAI{ PAITGAIT

Pasal 5
(1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
(2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah

pangan pokok terleniu.

d
a



Pasal 6

(1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat {2) disesuaikan
dengan:
a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
b. Potensi sumber daya pangan daerah.

(2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)

mempertimbangkan:
a. Produksi bahan pangan pokok tertentu;
b. Ketrutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
c. Kerar,r.anan pangan.

(3) Ketentuan mengenai CPPD dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk
penanggulangan keadaan darurat dan kera.ranan pangan sebagairnana diru.aksud
pada ayat (2\ diatur iebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Jeais CPPD mencakup pangan tertentu yang hersifat pokok sebagaiman*
dienaks';d Calam pasal6 ayat {1} yaitu beras.

t2) CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai CBPK

Pasal 8

(1) Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah selragaimana dimaksud
dalam pasa-l 5 ayat {2} clalam bentuk CBPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) berdasarkan perhitungan jumlah CBPK sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

i2) Se1ain berdasarkan periimbangan sebagaimana riimaksuri dalam pasal 6 a3rat {2},
perhitungan CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat {1) didasarkan pada kriteria :

a. Jum1ah penduduk;
b. Konsumsi beras per kapita per tahun; dan
c. Proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Pasal 9

{1} Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal5, paling sedikit dilakukarr 1 {satu) tahun sekali.

(2) Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah. se'oagimana
dimaksud pada ayat {1} ditetapkan iebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB T1I

PENYELEil GGARAAIY CADATI GAII
Pasal 1O

Penyelenggaraan Cadangan dilakukan melalui:
^ D^--^,{^^-.a. r uraEauaqirz

b. Pengelolaan; dan
c. Penyaluran.

Pasal 11

(U Penyelenggaraan cadangan pangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf a
dan b dilaksanakan oleh dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Halmahera Barat.

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan BUMI{ dan/ataii BUIV{D.

Pasal 12

Daiam hal BUMD belum dapat menjalankan usaha pengelolaan caeiangan pangan,
pemerintatr daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi
yang bergerakl menjalankan usaha dibidang pangan.

q
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Pasal 13

t1) Pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam
bentuk treras, diperoleh melalui pembelian produksi daiam negeri, dengan
mengutamakan prociuksi petani cii daerah.

t2| Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
langsung atau bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

t3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan sesuai dengan
harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

(4) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian. pembelian
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) drlaksanakan sesuai dengan harga
pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan oleh
{iul*'rern_ur'.

(5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk
cadangan pangan pemeriniah rlaerah yang tiiietapkan oleh Bupati.

Pasal 14

ti) Dinas mengelola cadangan pangan pemerintah daerah.
(21 Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) d.ilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah
daerah, antar daerah, dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.

{3} Pengelolaan cadangan pangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2} dilakukan
melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan.

(4) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3), cadangan pangan daerah dikemas dalam karung dan
disimpan di gudang cadangan pangafl daerah.

(5) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan
pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, dinas dapat bekerjasama dengaa
BUMN dan /atau BUMD dibidang pangan atau pihak lain.

Pasal 15

(U Pengelola menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah daerah yang disimpan.
{2} Krlalitas cadanga:: pangen pemerintah daerah sebagaimana yang di-rnaksud pada

ayat {1}, harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang
ditetapkan oleh dinas.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerjasama dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 ayat (5) harus memenuhi syarat meliputi:
a. Harus memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
c. Memenuhi standar pengamanan kualitas panngan; dan
d. Memiliki Kemampuan dan kesanggupan pendistritlusian.

Pasal 17

Keq'asama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan BUMN dan/atau
BUMD dibidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
i5) diatur dalam -bentuk pe{ani'ian kerjasama.

Pasal 18

{1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan untuk menanggulangi:
^ 

Vol,rrr^n6oh h.rn6.rn'G. i\Lfruiuartfurr y(.ii6sir,

b. Gejolak harga pangan;
c. Bcncana alant;
d. Rer:cana sociai; danTatau
e. Keaclaan damrat. d
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t2)

i3)

Pen-valuran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaiman dimaksud pada ayat
i I I lrrrrrr{- ^ <.-mn,ri rlpnrron }rrrrrrl' a lranrroli lrrrr"f }r ,{i'l^l--^-^l-^- ^l^1" rl;-^-
\ r, rlql qi q Oqari}Jqr \rLart;qir riqi Ui U hLi UGri riqr Ur v, UsuArJUatArrri ji Ui\ ir \rrri(ie

berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepaia perangkat daerah
terkait.
Penyaluran ca{iangan pangan pemerintah daerah untuk menangguiagi gejoiak
harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
perangkat. daerah terkait at-as usui tim pengendaii inflasi daerah yang dibentrik
oleh Eupati.

Pasa1 19

Selain penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 18 ayat {1}, penyaluran dapat dimanfaatkan untuk :

a" Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalarni
ra\Man pangan dan gizi; dan/atau

b. Pernberian i:antuan parlgan kepad.a pemerintah daer-ah iairr.

Pasal 2O

Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan melalui mekanisme
sebagai berikut:
a. Atas perintah Bupati; dan
b. Usulan pemerintah desa melalui kecamatan.
Dalam melaksanakan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), bupati membentuk tim pelaksana dengan keputusan bupati.
Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
a. Bupati memerintahkan kepada kepala dinas untuk menyalurkan beras

cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan
r-r'ansien, rawan pangan krcnis, rawan pangan pasca bencana dat gtzi bun-rk;

tr. Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana meiakukan identifikasi untuk
mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran
penerima trantuan cadangan pangan peinerintah daerah;

c. Hasil identi{ikasi disampaikan kepala dinas dengan menampilkan data dan
informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan
beras untuk riisaiurkan;

d. Kepala dinas melaporkan hasil identifikasi tim pelaksana kepada bupati dan
meminta persetrliuan untuk menyalurkan cadangan parrgan pemerintah
daerah;

e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah
ma-syakarat sasaran penerima;

f. Penyaluran dilakukan sampai kantor desa sebagai titik bagi;
g. Br.aya penyaluran /biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan

pemerintah daerah dari gudang sarripai titik bagi penyaluran ditanggung oieh
pemerintah daerah;

h. Tim pelaksana bertanggungiawab dalam mengupayakan dari gudang sampai
tiengan masyarakat sasaran; dan

i. Tim pelaksaRa membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat
sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.

Penyaluran cadangarl pangan berdasarkan usulan pemerintah daerah meialui
kecamatan setragaimana dimaksud pada ayat t1) huruf b dilakukan melalui
mekanisme:
a. Camat dapat mengusulkan kepada bupati melalui kepala dinas untuk dapat

disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat yang
---^^1^*i 

*^,,,^* +rnncian I-*^-;-rtlLraSaual aGvvqla lralr5,ora ualrJrLra, aqvvGaa l/oll5ora AruaarJ, lqvYilr lJq1[Earr Pcoua

bencana dan gizi buruk;
b. Bupati memerintahkan kepala dinas untuk melakukal verifikasi masyarakat

^o-or{mn Lronfrrar ^orlanrn namariniah z{aar^I- oal-.^n^im^ao z{irrorrll.n-gaJ.ucir Puirurriiil uuuqrrbql-rvl.lvruar&rr uGUiGrr sLUGS@irqiiu uruuuxrdr

oleh camat;
c. Hasil veri{ikasi disampaikan oleh tim pelaksana kepada kepala dinas dengan

meiampirkan riata dan iniormasi mengenai jumiah masyarakat yang penerima
bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;

d. Kepala dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada bupati dan
meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah
kahr,.-lpaten; d
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e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah
ralzat cosorn nana.im^'rradJ-v all on qL Jq9q j j r lrL ra\

f. Penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
g. Biay'a penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan

pemerintah kabupaten dan gudang sampai titk bagi penyaiuran ditanggung oieh
pemerintah daerah;

h. Tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyalur-an
cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat
sasaran; dan

i. Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masvarakat.
sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.

Pasal 21

Ketentuan lehih laniut mengenai pengadaan,pengelolaan dan penyaluran cadangan
pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud daiam pasal 13, pasal 14, dan
pasai 18 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
?ATA CARA PERHITUNG-AN JI.IMI-AII CBPK

Pasa.l22

Caclangan Beras Pemerintair Kabupaten (CBPK) Haimahera Barat = 80% x cariangan
beras total provinsi ,,X" x rasio jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat 'Y"
terhadap jumlah penduduk Provinsi.
Keterangan:
a. Cadangan beras total provinsi "X" adalah CBPP ditambah dengan CBPK di Provinsi

"Xx": dan
b. CBP'Y" diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras total provillsi "X"

yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah
ncnrirrrlrrk nrnvinsi X"

BAB lfl
PELEPASAIT CADAIIIGAN PANGAN

Pasd 23

(1) Pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui cara :

a. Penjualan;
b. Pengolahan;
c. Penukaran ; rian/atau
d. Hibah

(2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila CBPK :

a. Telah melampaui batas l,r.aktu simpan paling sedikit 4 (empati bulan; dan
b. Berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

(3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhitung mulai
CBPK disimpan di gudang.

(4) CBPK ],ang berpolensi alarr mengalami penurunan mLrt,-r. set--,agaimana du,:raksu,.i
pada a-vat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh dibarxrah
ambang batas rninirnum serla butir patah dan kadar air diatas ambang tratas
rnaksimurn.

(5i Kriteria penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pa;sal24

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan
dengan harga d-ilrawah harga enceran tert-inggi (HET) beras.

{2} Pengolahan seLragaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat {1) huruf b dilakukan
dalam rangka memperbaiki mutu beras dengal memenuhi persyaratan keamartall
pangan dan meiakukan pengisian sejumlah susut oieh akibat pengolahan.

x.
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{3} Penukaran setragaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat {1) huruf c dilakukan
untuk mendapatkan CBPK dengan kualitas yang lebih traik.

{a} Hibah setragaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan antara
lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

PEITIBIAYAAIIT
Pasal 25

Pemtriayan penyelengaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yan sah dan tidak
mengikat.

DFP a rr .*;tff #l.*.ro ,, 
^ 

r. o -;;J;;-----
il) Masyarakai berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemeriniah daerah dan

cadangan pangan masyarakat.
{2} Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan terhadap :

a" Pelaksanaan produksi,pangan,pengadaan,pengelolan,dan penyaluran;
b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
c. Pemeberian data dari informasi yang benar dan akurat mengenai masalah

rawan pangan dan krisis pangan;
d. Pencegahan te{adinya rawan dan krisis pangan;
e. Penya-luran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan sert

penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat; dan/ atau
f. Pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraarl cadangan pangan

pernerintah rian cadangan pangan pemerintah daerah.

BAB VIII
PEIT GAWAS.N.IE DAII PEL.APORAN

Pasal27

ti) Pemeriniah daerah meiakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan
pangan daerah.

t2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas terkait.

Pasal 28

Kepala dinas melaporkan penyelengga-raarl cadangan pangan pemerintah daerah
kepada bupati setiap *:ir;r'uLan dan tehunan atau servaktu-*'aktu apabila diperlukan.

BAB IX
TTETENTUAIS LAII{ - LAIffi

Pasal 29

tU Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan cadangan pangall
pemerintah desa dan masyarakat.

(21 Fasittasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

a. Pengadaan bahan pangan;
b. Sarana dan prasarana; dan/atau
c. Manejemen penyelenggaraan.

Pasal 3O

t1) Pemerintah daerah mendoromg perafl serta masyarakat dalam kegiatan cadangan
pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan cadangan pangan ditingkat
masyarakat.

{2) Pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat
menjad.i setruah lembaga usaha ekonomi masyarakat.

&
I



BAB X
I'ETEIrITTI A lr' I'EI? ALIIIAN-- --.p-'";I'si---

Ke4'asama penyeienggaraall cariangan pangan dengan BUMN danlatau BUMD atau
pihak lain yang telah beq'alan sebelum trerlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan
tetap herlaku.

BAB XI
KTTEIIITUAIT PEIIUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap crallg mengetahuinya, mer*erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ixi
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hahnahera Barat.

Ditetapkan di: Jailolo
Padatanggal : S Ja ONQA

BUPATI RA BAR{?,

pada tanggal , Jqnuan 2A24

SEKRETARIS DAERA}I KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAIIRIL ABD RADJAK

BBRITA DAERAH KABUPATtrN HALMAHERA BARAT TA}IUN 2A24 NOMOR..3

Salinan sesuai densan aslinya
Kepala ian Hukum Dan Organisasi

Jason , SH. LL.M
DAffi
t UIiI

T\I I ALt I q

Nip. 1 730128 200604 1 00q

JAMES UANG

As Bid. Ekonomi & Pem

Kadis Pertalian & Ketpang

Kabag Hukum & Orgs

Diundangkan di Jailolo
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